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   MK Akan Gelar Sidang Pengucapan Putusan UU Pemilu  

Jakarta, 13 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu pada Kamis (14/1), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. 

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 74/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Rizal Ramli dan 

Abdulrachim Kresno. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 222 UU Pemilu.  

Para Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 222 uu a quo  yang mengharuskan pasangan calon presiden 

memenuhi “persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 

20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional” bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), 

Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 51-

52-59/PUU-VI/2008 dan putusan nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan pemberlakuan presidential 

threshold merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Secara konseptual 

penafsiran tersebut tidak tepat, karena ketentuan tersebut berkenaan dengan “tata cara”, sedangkan 

aturan presidential threshold merupakan salah satu syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan 

tata cara pelaksanaan pemilihan presiden. 

 

Selain itu, menggolongkan presidential threshold sebagai open legal policy tidaklah tepat. Seharusnya, 

persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden digolongkan sebagai close legal policy, sebab UUD 

1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Berdasarkan preseden putusan Mahkamah, 

ketentuan disebut sebagai open legal policy apabila memenuhi syarat: (1) norma tersebut tidak dirumuskan 

secara tegas (expressis verbis) dalam UUD 1945; atau (2) norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih 

lanjut dalam undang-undang. Ketentuan presidential threshold tidak memenuhi kedua syarat tersebut, 

sebab Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah terang mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan 

wakil presiden. 

Bahwa Mahkamah, dalam beberapa putusan pernah mengubah pandangannya terhadap keberlakuan 

muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Para 

Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk dapat mengubah pandangannya sebagaimana dalam 

putusan-putusannya terdahulu dan menyatakan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.  

 

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (21/9), Hakim Konstitusi Suhartoyo menanyakan kejelasan 

terhadap Para Pemohon, apakah yang mengalami kerugian konstitusional dalam penerapan uu a quo 

adalah Para Pemohon yang hari ini hadir dan akan mencalonkan diri sebagai presiden atau empat partai 

yang tercantum didalam Permohonan.  

 

Menanggapi masukan dari majelis Hakim Konstitusi pada sidang pertama, Pemohon telah memperbaiki 

permohonannya sesuai dengan nasihat hakim pada sidang pendahuluan. Adapun permohonan yang 

diperbaiki yakni pada bagian kedudukan hukum, pokok permohonan dan petitum. Hal ini disampaikan 

Salman Darwis selaku kuasa hukum pada Sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan (5/11). (ASF) 

 
Tentang Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan 
ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah 
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 
5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI.  laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id 
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